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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. DKPP bukanlah merupakan badan peradilan etik. Karena DKPP bukanlah 

pelaku kekuasaan kehakiman. DKPP adalah organ tata usaha negara 

(TUN) yang didesain sebagai peradilan etik oleh para pembentuknya 

(termasuk Prof. Jimly Asshidiqie) dengan menerapkan prinsip-prinsip 

yang berlaku didalam peradilan modern. DKPP terbatas hanya sebagai 

lembaga etik meskipun tugas dan kewenangannya, serta prosedur 

persidangan dan putusannya mencerminkan DKPP adalah suatu peradilan. 

2. Penggunaan Asas ultra petita oleh DKPP dalam Putusan DKPP No. 

88/DKPP-PKE-IV/2015 adalah dikarenkan hilangnya sinergisitas sebagai 

penyelenggara pemilu, dengan integritas serta profesionalismenya dari 

Bawaslu Provinsi Gorontalo yang tidak hanya disebabkan oleh Teradau 

(Hasyim Wantu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo) dan a. n. Pihak 

terkait (Darwin Botutihe selaku Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo) 

akan tetapi disebabkan juga oleh Burhanudin Alpiah selaku Kepala 

Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu 

pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang ketika tugas dan kewenangnya 

tidak berjalan semestinya maka penyelenggaraan pemilu yang jurdil dan 

luber tidak akan berjalan dengan baik. 



51 

 

 

 

3. Penggunanaan Asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus kasus 

manapun (yang menjadi kewenangan DKPP) merupakan tindakan yang 

sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Karena sebagaimana 

amanat UU No. 15 tahun 2011 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 81/PUUIX/2015, menyatakan bahwa DKPP bukanlah 

badan peradilan etik. Sementara, asas ultra petita merupakan prinsip yang 

dipakai dalam hukum acara (publik) yang notabene merupakan hukum 

formil yang dipakai dalam lingkungan lembaga peradilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945. 

5.2. Saran 

 Dengan ditetapkannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa 

DKPP bukanlah badan peradilan, maka seyogyanya penggunaan asas-asas yang 

notabene hanya dipakai di dalam lingkungan lembaga peradilan yang di akui di 

Indonesia, tidak serta merta diterpakan oleh DKPP dalam putusannya.
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